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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kebijaksanaan 

keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan 

Perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan 

maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah mudah dilakukan. Pada sisi yang lain Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu 

untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan 

maupun sisi belanja. 

Munandar (1999: 10) menyatakan bahwa anggaran mempunyai tiga 

kegunaan pokok yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja 

serta sebagai alat pengawasan kerja. Dengan melihat kegunaan pokok dari 

anggaran tersebut maka pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dapat berfungsi sebagai : pertama fungsi perencanaan, dalam perencanaan APBD 

adalah penentuan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kebijaksanaan yang 

telah disepakati misalnya target penerimaan yang akan dicapai, jumlah investasi 

yang akan ditambah, rencana pengeluaran yang akan dibiayai. Kedua, fungsi 

koordinasi anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan 

tindakan berbagai unit atau segmen yang ada dalam organisasi, agar dapat bekerja 
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secara selaras ke arah tercapainya tujuan yang diharapkan. Ketiga, fungsi 

komunikasi jika yang dikehendaki dapat berfungsi secara efisien maka saluran 

komunikasi terhadap berbagai unit dalam penyampaian informasi yang 

berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, pelaksanaan dan 

penyimpangan yang timbul dapat teratasi. Keempat, fungsi motivasi anggaran 

berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan. Kelima, fungsi pengendalian 

dan evaluasi, anggaran dapat berfungsi sebagai alat-alat pengendalian yang pada 

dasarnya dapat membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga 

dapat ditentukan penyimpangan yang timbul dan penyimpangan tersebut sebagai 

dasar evaluasi atau penilaian prestasi dan sekaligus merupakan umpan balik pada 

masa yang akan datang. 

Perkembangan APBD terutama di sisi pendapatan daerah dapat menjadi 

dasar perencanaan jangka pendek (satu tahun) dengan asumsi bahwa 

perkembangan yang akan terjadi pada satu tahun ke depan relatif sama. 

Pendapatan asli daerah merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, 

untuk itu tidak berlebihan apabila pemerintah pusat menjadikan PAD sebagai 

kriteria utama dalam pemberian otonomi kepada daerah. 

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan 

keterlibatan segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta memberikan kekuasaan 

bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sehingga 

peran pemerintah adalah sebagai katalisator dan fasilitator karena pihak 

pemerintahlah yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan 
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dicapai. Sebagai katalisator dan fasilitator tentunya membutuhkan berbagai sarana 

dan fasilitas pendukung dalam rangka terlaksananya pembangunan secara 

berkesinambungan. 

Anggaran belanja rutin merupakan salah satu alternatif yang dapat 

merangsang kesinambungan serta konsistensi pembangunan di daerah secara 

keseluruhan menuju tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama. Oleh 

sebab itu, kegiatan rutin yang akan dilaksanakan merupakan salah satu aspek yang 

menentukan keberhasilan pembangunan di daerah. 

Bertitik tolak dari hasil pembangunan yang akan dicapai dengan tetap 

memperhatikan fasilitas keterbatasan sumber daya yang ada maka dalam rangka 

untuk memenuhi tujuan pembangunan baik secara nasional atau regional perlu 

mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdaya guna dan 

berhasil guna dengan disertai pengawasan dan pengendalian yang ketat baik yang 

dilakukan oleh aparat tingkat atas maupun tingkat daerah serta jajarannya sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Jaya (1999: 11) menyatakan bahwa sumber pembiayaan pembangunan 

yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri, karena sumber 

inilah yang merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam 

mendukung proses pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar 

pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah 

yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi 

tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Dalam hal ini 
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pengelolaan keuangan daerah mengandung beberapa kepengurusan di mana 

kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan 

kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan. 

Pengurusan umum erat hubungannya dengan penyelenggaraan tugas 

daerah di segala bidang yang membawa akibat pada pengeluaran dan yang 

mendatangkan penerimaan guna menutup pengeluaran rutin itu sendiri. Oleh 

karena itu, semakin banyak dan beratnya tugas daerah dengan kemungkinan 

keadaan keuangan yang terbatas, maka perlu adanya efisiensi terhadap rencana-

rencana yang akan dijalankan pada masa yang akan datang. 

Sampai saat ini berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan daerah di bidang keuangan 

daerah, karena aspek keuangan daerah menjadi sesuatu yang penting, sebab untuk 

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah dibutuhkan dana atau 

biaya yang cukup besar sehingga kepada daerah diberi hak untuk mengatur dan 

mengurus rumahtangganya sendiri dalam arti menggali dan mengelola pendapatan 

asli daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah. 

Mardiasmo (1999:11) menyatakan bahwa perubahan pola pengawasan yang 

mendasar adalah dengan diberinya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka diperlukan peningkatan 

peran DPRD dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan-

perubahan tersebut juga memberikan dampak lain pada unit-unit kerja di 

pemerintah daerah seperti tuntutan kepada pegawai/ aparatur pemerintah untuk 

lebih terbuka, transparan dan bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat. 
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Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi 

permasalahan adalah system pengelolaan keuangan daerah di Sekretariatan DPRD 

Provinsi Jawa Barat ini sangat luas maka dalam penelitian ini akan dibatasi 

khusus pada system pengelolaan Penatausahaan Keuangan Provinsi Jawa Barat 

dengan tidak mengurangi obyek penelitian yang lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui system 

pengelolaan penatausahaan keuangan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa 

Barat, yang dituangkan dalam judul : 

“ SISTEM PENGELOLAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA 

SEKRETARIAT  DPRD PROVINSI  JAWA BARAT”.  

 

1.2 Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan dari pelaksanaan kerja praktek pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi 

Jawa Barat adalah : 

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengelolaan 

penatausahaan keuangan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. 

2. Untuk mengetahui system pengelolaan penatausahaan keuangan pada 

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. 

3. Untuk mengetahui dokumen-dokumen dalam proses penatausahaan 

keuangan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. 
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1.3 Kegunaan Kerja Praktek 

Adapun manfaat dari kerja praktek ini diantaranya adalah : 

1. Kegunaan Bagi Penulis 

a) Mendapatkan pengetahuan mengenai pengelolaan penatausahaan 

keuangan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. 

b) Penulis dapat menyalurkan ide dan pengetahuan yang didapat selama 

perkuliahan untuk diaspirasikan di perusahaan.  

c) Adanya disiplin waktu dan tanggungjawab dalam bekerja sehingga dapat 

melatih keterampilan bagi penulis dalam memasuki dunia kerja. 

2. Kegunaan Bagi Perusahaan 

a) Semoga hasil laporan ini dapat bermanfaat sebagai masukan dalam 

melakukan pelaksanaan system pengelolaan penatausahaan keuangan. 

b) Dapat membantu  meringankan pekerjaan staff dan disesuaikan dengan 

tingkat kinerja agar beban pekerjaan di perusahaan menjadi lebih ringan. 

c) Adanya ide-ide dan saran yang dapat menjadi objektif secara umum 

mengenai perusahaan sehingga dapat menjadi masukan bagi perusahaan 

untuk meningkatkan kualitas, kinerja dan citra perusahaan di mata 

masyarakat. 

3. Bagi Institusi 

a) Ukuran untuk menilai kemampuan dan kinerja mahasiswa dalam 

menerapkan ilmu yang sudah dianjurkan diperkuliahan serta dapat 

menjalin hubungan dengan perusahaan tempat mahasiswa kerja praktek. 
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b)  Memperoleh masukan guna mengembangkan kurikulum yang sesuai atau 

sepadan dengan lapangan pekerjaan. 

4. Bagi Pihak Lain  

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan referensi mengenai 

prosedur  pelaksanaan system pengelolaan penatausahaan keuangan 

 

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek 

Penulis melaksanakan kerja praktek di Kantor Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan 

Diponegoro No. 22 Bandung. Penulis melaksanakan kerja praktek selama kurang 

lebih 1 bulan, terhitung sejak tanggal 4 Juli sampai dengan tangga l2 Agustus  

2011. Dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Kerja Praktek dilaksanakan setiap hari senin-jumat. 

2. Pelaksanaan Kerja Praktek dimulai pada pukul 08.00 – 16.00 WIB. 
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Tabel 1.1 

Jadwal Kegiatan Kerja Praktek 

Tahun Akademik 

2011 

 

 

 

NO URAIAN JULI AGS SEP OKT NOV DES 

1 Pengajuan KP       

2 Melaksanakan 

KP 

      

3 Pengambilan 

Data 

      

4 Bimbingan KP       

5 Sidang KP       


